e-ISSN 2798-8260 b Publishing

Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 6, No 1, 2026, Page: 1-12

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Tanah
yang Menjadi Pemilik Sertifikat Ganda terhadap Objek
yang Sama (Studi: Putusan Pengadilan Negeri Nomor
237/Pdt.G/2024/PN smg)

Irza Maulana Pambudi*, Wahyu Prawesthi, Sri Sukmana Damayanti
Universitas Dr. Soetomo

Abstrak: Latar belakang penelitin ini disebabkan masih terjadinya penerbitan sertifikat yang ganda terhadap objek tanah
yang serupa yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan hukum selaku alat bukti kuat
bagi pemegang hak atas tanah yang dikelola didalam UU No.5 tahun 1969 terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
serta Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum
apabila proses penerbitannya cacat administratif maupun yuridis. Tujuan penelitian yakni mengkaji pengaturan terkait
hukum pertanahan yaitu larangan dan penanganan sertifikat ganda serta mengkaji pertimbangan hukum oleh majelis
hakim dalam menilai keabsahan sertifikat ganda dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024/PN
Smg. Metode yang dipakai yakni metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan danjuga pendekatan
studi kasus. Hasilnya membuktikan bahwasanya hukum pertanahan dilndonesia sudah menyiapkan mekanisme
preventif dan represif untuk mencegah serta menyelesaikan sengketa sertifikat ganda melalui sistem pendaftaran tanah
dan mekanisme pembatalan administratif maupun melalui putusan pengadilan. Dalam praktik peradilan, hakim bukan
hanya menaksir eksistensi formal sertifikat, tapi juga menguji kesesuaian data fisik danjuga data yuridis, riwayat
perolehan hak, waktu penerbitan sertipikat, serta itikad baik para pihak. Perlindungan hukum pada akhirnya diberikan
kepada pemegang sertipikat yang mendapat hak lewat prosedur yang sah danjuga beritikad baik. Temuan ini menegaskan
bahwa kekuatan hukum sertipikat tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada legalitas proses penerbitan dan
integritas perolehan hak.
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Pendahuluan

Permasalahan terkait tanah di Indonesia menjadi isu hukum yang terus berkembang
dan mempunyai implikasi langsung terhadap kepastian hukum dan hak perlindungan
kepersataan warga negara. Tanah bukan sekedar aset ekonomi bernilai tinggi, tapi juga
mempunyai fungsi sosialdan, danjuga erat kaitannya dengan kehidupan di masyarakat.
Oleh karenanya, setiap sengketa hak atas tanah berpotensi menimbulkan konflik
berkepanjangan yang dapat berdampak luas, baik bagi individu maupun stabilitas sosial
secara umum. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum berlandas hak atas tanah
adalah kebutuhan mendasar yang wajib dijamin oleh negara (Rahman et al, 2025).

Negara telah menegaskan tanggung jawabnya dengan menjamin kepastian hukum
tentang pertanahan melalui UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria. Pasal 19 UUPA mengamanatkan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang
memiliki tujuan memberikan sesuatu kepastian danjuga perlindungan hukum pada
pemegang hak. Pendaftaran sebuah tanah tersebut diwujudkan lewat penerbitan sertifikat
selaku tanda bukti hak secara kuat terhadap suatu bidang tanah (Pangidoan & Franciska,
2022). Dengan dimilikinya sertifikat, pemegang hak diharapkan memperoleh jaminan
perlindungan hukum serta kemudahan dalam pembuktian kepemilikan apabila terjadi
sengketa.

Namun demikian, tujuan ideal dari pendaftaran tanah tersebut belum sepenuhnya
tercapai dalam praktik. Satu diantara permasalahan yang sering muncul yakni terbitnya
sertifikat ganda dari objek tanah yang sama. Sertifikat ganda muncul saat lebih dari satu
sertifikat dirilis untuk satu bidang tanah, baik berupa Sertifikat Hak Milik ataupun
Sertifikat Hak Guna Bangunan. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius karena secara
administratif negara mengakui lebih dari satu pihak sebagai pemegang hak atas tanah yang
sama, sehingga kepastian hukum yang seharusnya diberikan justru menjadi kabur
(Hutapea & Rasji, 2025).

Keberadaan sertifikat ganda berdampak langsung terhadap pemegang sertifikat yang
beritikad baik. Pihak yang telah memperoleh sertifikat melalui prosedur yang sah tetap
berpotensi menghadapi sengketa hukum yang panjang dan memakan biaya. Keadaan ini
bukan sekedar merugikan pemegang hak, tapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat
akan sistem administrasi pertanahan dan peranan negara didalam memastikan
perlindungan hukum atas hak milik tanah.

Fenomena sertifikat ganda seringkali berkembang menjadi sengketa hukum yang
kompleks dan berujung pada proses peradilan. Salah satu contohnya tercermin didalam
Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg, yang menunjukkan
ada tumpang tindih sertifikat dari objek tanah yang sama. Didalam perkara tersebut, majelis
hakim dihadapkan pada kewajiban untuk menilai sertifikat mana yang memiliki kekuatan
hukum dengan mempertimbangkan waktu penerbitan sertifikat, proses pendaftaran, serta
itikad baik para pihak. Perkara ini memperlihatkan bahwa sertifikat tanah yang seharusnya
jadi alat bukti hak yang kuat justru dapat menjadi sumber sengketa akibat kelemahan
didalam pelakssanaan pendaftaran tanah.

Secara normatif, perlindungan hukum jntuk pemegang sertifikat tanah sudah diatur
didalam Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah yang menyatakan
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sertifikat ialah alat pembuktian secara kuat sepanjang data baik itu fisik maupun yuridisnya
sesuai dengan kenyataan di lapangan. Namun, lemahnya verifikasi data dan pengawasan
administrasi menyebabkan ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif mencegah
terjadinya sertifikat ganda. Oleh demikian, diperlukan analisi yuridis normatif yang
mendalam untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum untuk pemegang sertifikat ganda
serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan sengketa tersebut, khususnya
melalui studi terhadap Putusan oleh Pengadilan Negeri Semarang No. 237/Pdt.G/2024/PN
Smg. Penelitian yang dilakukan diharap memberi gambaran menyeluruh mengenai
perlindungan hukum atas pemegang sertifikat tanah yang terjadi pasa kasus sertifikat
ganda serta keterjaminan kepastian hukum oleh pengadilan di bidang tanah (Fadilah, 2021).

Metodologi

Tipe penelitian hukum normatif (legal research) dipakai didalam penelitian tersebut,
yakni penelitian yang memiliki fokus terhadap kajian atas norma-norma hukum, asas-asas
hukum, dan konsistensi penerapan hukum dalam putusan pengadilan (yurisprudensi).
Penelitian tipe hukum normatif tujuannya yakni menganalisis hukum selaku kaidah
ataupun norma yang valid didalam sistem hukum positif. Dalam penelitian ini, fokus kajian
diarahkan pada efektivitas dan konsistensi penerapan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 (PP
24/1997).

Didalam penelitian ini memakai 2 pendekatan yakni pendekatan statute approach
danjuga pendekatan case approach. Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan
cara menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan
dengan permasalahan atas objek tanah yang memiliki sertifikat ganda, terutama yang
mengelola pendaftaran tanah, kekuatan pembuktian sertifikat, danjuga sebagai perlindung
hukum pemegang hak. Dasar hukum pendekatan ini mencakup UU No. 5 Tahun 1960, PP
No. 24 Tahun 1997, juga peraturan pelaksana disektor pertanahan. Sementara, pendekatan
studi kasus dipilih guna melaksanakan analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg gunaa menelaah terkait pertimbangan hukum majelis
hakim untuk menilai keabsahan sertifikat ganda, alat bukti, data fisik dan yuridis, serta
itikad baik para pihak.

penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan
hukum pertama, yaitu primer meliputi hukum positif yang mengiikat, yakni peraturan
perundang-undangan yang selaras dengan topik penelitian, diantaranya UU No. 5 Tahun
1960, PP No. 24 Tahun 1997, PP No. 18 Tahun 2021, serta regulasi teknis dari Kementerian
ATR/BPN seperti Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 terkait pengendalian serta
pemecahan Kasus terkait Pertanahan. Bahan hukum kedua, yaitu sekunder berupa berbagai
buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, dan gagasan para ahli hukum agraria yang ada
hubungannya dengan pendaftaran tanah danjuga sengketa sertifikat ganda. Adapun bahan
hukum tersier berupa yurisprudensi, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg yang menjadi objek kajian utama penelitian ini.

Analisis bahan hukum didalam penelitian ini dilaksanakan melalui metode analisis
kualitatif normatif yang dilaksanakan melalui empat tahapan. Tahap pertama adalah
interpretasi hukum (legal interpretation) untuk menafsirkan makna dan kedudukan Pasal 19
UUPA danjuga Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 didalam memberik perlindungan hukum
bagii pemegang sertifikat. Tahap kedua adalah sistematisasi dan sinkronisasi hukum, yaitu

https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 6, No 1, 2026 40f12

pengkajian konsistensi dan keterpaduan norma-norma hukum dari berbagai tingkat
peraturan perundang-undangan. Tahap ketiga berupa analisis kritis yurisprudensi untuk
menilai konsistensi penerapan asas itikad baik dan asas prioritas waktu (prior tempore potior
iure) oleh hakim dalam sengketa sertifikat ganda. Tahap terakhir adalah konstruksi hukum
(legal construction) yang bertujuan merumuskan model perlindungan hukum yang ideal dan
holistik bagi pemegang sertifikat, baik melalui jalur penyelesaian represif (administratif,
TUN, perdata, dan pidana) maupun melalui mekanisme restitusi dan ganti rugi yang
komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

1.Pengaturan larangan dan penanganan terbitnya sertifikat ganda atas objek tanah yang
sama
Pemeriksaan Keabsahan Alat Bukti Sertifikat

Pemeriksaan keabsahan sertifikat selaku sebuah alat bukti kepunyaan sebuah tanah
harus dipahami dalam kerangka sistem pendaftaran tanah nasional yang bertujuan
mempertanggungjawabkan atas kepastian hukum, perlindungan hak, serta tertib terhadap
administrasi pertanahan. Secara normatif, kewajiban negara guna melakukan pendaftaran
tanah bersumber dari Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, lalu dijabarkan dalam PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran sebuah Tanah
serta diperkuat melalui Pasal 84 PP Nomor 18 Tahun 2021 yang menekankan integrasi data
danjuga digitalisasi layanan pertanahan. Dalam sistem publikasi negatif dengan elemen
positif yang dianut Indonesia, sertifikat Mempunyai daya bukti yang kuat sepanjang
dipublikasikan melalui prosedur yang benar. Oleh karena itu, validitas sertifikat sangat
bergantung pada ketepatan verifikasi data fisik danjuga data yuridis didalam operasi
pendaftaran tanah, termasuk kesesuaian riwayat hak, identitas subjek, serta hasil
pengukuran danjuga pemetaan bidang tanah (Oktaviani, 2025).

Didalam praktik administrasi pertanahan, mekanisme verifikasi sebelum penerbitan
sertipikat menjadi tahap krusial untuk mencegah terjadinya sertipikat ganda. Kantor
Pertanahan memiliki kewenangan melakukan penelitian administratif terhadap dokumen,
peta pendaftaran, serta riwayat tanah guna memastikan prinsip satu bidang tanah satu data
yuridis terpenuhi sebagaimana dikelola didalam Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021.
Apabila tetap terjadi sertif ganda akibat cacat administratif, Permen ATR/BPN No. 21 Tahun
2020 memberikan mekanisme penelitian ulang dan pembatalan sertipikat melalui
pengumpulan data kasus, analisis riwayat hak, serta pembatalan produk administrasi yang
cacat (Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 35). Selain itu, UU No. 30 Tahun 2014 terkait
Administrasi Pemerintahan secara tegas tidak memperbolehkan penyelewengan sebuah
wewenang danjuga memungkinkan pembatalan keputusan administrasi yang memiliki
cacat prosedur atau juga substansi (Pasal 17 dan Pasal 52-66). Dengan demikian,
pencegahan sertipikat ganda sangat bergantung pada konsistensi pemeriksaan
administratif, integrasi data pertanahan, serta penguatan sistem verifikasi sebelum
sertifikat diterbitkan (Hamdani et al, 2025).
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Penilaian Data Fisik sebagai Bentuk Pengaturan Pencegahan Tumpang Tindih Hak

Penilaian data fisik dalam pendaftaran tanah merupakan instrumen preventif yang
memiliki kedudukan penting dalam mencegah terjadinya tumpang tindih hak atau
sertipikat ganda. Data fisik meliputi informasi terkait letak, luas, batas-batas, danjuga
koordinat geospasial suatu bidang tanah yang dituangkan dalam peta pendaftaran.
Kejelasan data fisik menjadi fondasi objektif dalam menentukan objek hak atas tanah,
sehingga kesalahan dalam identifikasi spasial berpotensi menimbulkan overlapping bidang
tanah. Dalam perspektif kepastian hukum, kejelasan objek merupakan syarat utama
validitas hak atas tanah, karena setiap hak wajib memiliki objek yang jelas danjuga
teridentifikasi secara tepat (Zanariyah & Santina, 2025). Secara normatif, pengukuran
danjuga pemetaan dikelola didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terkait
Pendaftaraan Tanah, yang mewajibkan pengumpulan danjuga pengelolaan data fisik
dilakukan dari petugas yang berwenang melalui metode pengukuran yang dapat
dipertanggungjawabkan dan disertai penetapan batas bersama pemilik tanah yang
berbatasan. Partisipasi para pihak dalam penetapan batas ini menjadi mekanisme kontrol
sosial yang penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari (Long, 2024).

Selain itu, pengumuman data fisik sebelum penerbitan sertipikat merupakan tahapan
penting yang berfungsi sebagai sarana koreksi publik terhadap data yang telah dihimpun.
Mekanisme ini mencerminkan asas publisitas dalam pendaftaran tanah yang memberi
kesempatan pada masyarakat agar mengusulkan keberatan ataupun klarifikasi sebeelum
data ditetapkan secara definitif. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan
bahwa sertipikat ganda seringkali dipicu oleh ketidaksinkronan antara peta lama berbasis
analog dengan sistem pemetaan digital, termasuk perbedaan koordinat dan kesalahan
pengukuran pada masa lalu. Upaya digitalisasi yang diperkuat lewat Pasal 86 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bertujuan membangun basis data pertanahan yang
terpadu, namun operasi migrasi data tetap memerlukan validasi dan audit spasial untuk
mencegah reproduksi kesalahan lama dalam sistem baru. Oleh karena itu, ketelitian
pengukuran ulang, konsistensi pemetaan, serta pemutakhiran data geospasial menjadi
faktor penting dalam menjaga kepastian objek hak dan efektivitas perlindungan hukum
dalam sistem pendaftaran tanah (Sabila et al, 2023).

Penilaian Data Yuridis dan Riwayat Hak

Penilaian data yuridis dan riwayat hak merupakan instrumen pengamanan
administratif yang menentukan sah atau tidaknya penerbpenerbitanf hak dari tanah. Data
yuridis mencakup informasi terkair status hak, identitas pemegang hak, serta dasar
perolehan hak yang menjadi legitimasi penguasaan tanah. Secara normatif, kewajiban
penyelenggaraan pendaftaran tanah sumbernya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
danjuga dijelaskan didalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
yang mengatur pengumpulan data yuridis sebagai bagian dari kegiatan pendaftaran tanah.
Didalam kerangka asas legalitas danjuga kepastian hukum, setiap perolehan maupun
peralihan hak seperti jual beli lewat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, hibah, pewarisan,
atau lelang harus memiliki alat bukti yang sah dan tercatat secara berkelanjutan agar
riwayat hak (chain of title) dapat ditelusuri tanpa terputus. Ketidaktertiban pencatatan,
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kelemahan verifikasi akta, serta tidak lengkapnya dokumentasi riwayat hak sering menjadi
penyebab munculnya tumpang tindih kepemilikan atau sertipikat ganda, sehingga pejabat
pertanahan wajib menerapkan asas kecermatan dan kehati-hatian dalam memeriksa
dokumen sebelum pencatatan dilakukan (Utama, 2022). Oleh karena itu, penguatan
verifikasi yuridis, integrasi arsip analog dan digital sebagaimana didorong didalam
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta mekanisme koreksi administrasi apabila
ditemukan cacat riwayat hak menjadi faktor penting untuk menjaga legitimasi sertifikat dan
mencegah terjadinya klaim ganda dalam sistem pendaftaran tanah (Kurniaji et al, 2016).

Pertimbangan Waktu Penerbitan Sertifikat

Prinsip prioritas waktu dalam menentukan keabsahan sertifikat merupakan
instrumen normatif yang berfungsi menjaga kepastian hukum didalam sistem pendaftaran
tanah. Didalam doktrin hukum pertanahan dikenali asas prior tempore potior iure, yaitu pihak
yang terdahulu memperoleh dan mendaftarkan haknya memiliki posisi yang lebih kuat
secara relatif dibanding pihak yang datang kemudian. Prinsip ini harus dipahami dalam
kerangka sistem pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 yang bertujuan memberi kepastian hukum hak dari tanah, serta
diperkuat didalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang memberi
pengamanan kepada pemegang sertipikat yang mendapat hak dengan itikad baik danjuga
dengan nyata menguasai tanah, Selagi tidak terdapat keberatan atau gugatan didalam
jangka waktu tertentu. Dalam sistem publish negatif dengan elemen positif yang dianut
Indonesia, waktu penerbitan sertipikat bukan penentu mutlak keabsahan, melainkan harus
diuji bersama dengan keabsahan prosedur penerbitan dan dasar perolehan hak. Oleh
karena itu, apabila terjadi sertifikat ganda, penentuan keabsahan tidak hanya didasarkan
pada kronologi penerbitan, tetapi juga melalui pengujian prosedural dan materiil terhadap
riwayat hak serta legitimasi kepemilikan. Dengan demikian, prinsip prioritas waktu
berfungsi sebagai pedoman normatif dalam penyelesaian konflik pertanahan sekaligus
instrumen untuk menjaga stabilitas dan kepastian hubungan hukum dalam sistem
administrasi pertanahan (Ichlas et al, 2026).

Penilaian Itikad Baik Para Pihak

Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat beritikad baik merupakan elemen
penting didalam sistem pendafftaran tanah nasional karena berfungsi menjaga kepastian
hukum dan stabilitas hubungan hukum dalam administrasi pertanahan. Landasan
normatifnya terdapat didalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997, yamemberikan perlindungan pada pemegang sertif yang memperoleh hak dengan
itikad baik danjuga dengan nyata menguasaii tanah apabila didalam jangka waktu lima
tahun sejak penerbitan tidak ada keberatan tertulis atau gugatan dari pihak lainnya. Dalam
kajian hukum pertanahan, itikad baik dipahami sebagai keadaan ketika seseorang
memperoleh hak melalui prosedur yang sah, tidak tahu adanya cacat ataupun sengketa dari
tanah tersebut, danjuga melakukan penguasaan nyata atas objek tanah. Konsep ini
berkaitan dengan asas kepastian hukum dan juga sejalan dengan penerapan asas
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rechtsverwerking, yaitu hilangnya hak untuk menuntut karena tidak digunakan dalam
jangka waktu tertentu (Kendari, 2024). Dalam praktik sengketa sertifikat ganda, pengadilan
umumnya memberikan perlindungan kepada pihak yang mampu membuktikan itikad baik
serta keabsahan prosedur perolehan hak, sementara sertifikat yang terbukti terbit dengan
cacat prosedural atau dasar hak yang tidak sah dapat dibatalkan. Dengan demikian,
perlindungan terhadap pemegang sertipikat beritikad baik berfungsi sebagai mekanisme
penyeimbang antara kepastian hukum dan keadilan, sekaligus memperkuat legitimasi
sistem pendaftaran tanah dalam memberikan perlindungan kepada pihak yang
memperoleh hak secara sah (Satria et al, 2017).

Yurisprudensi MA Terbitnya Sertifikat Ganda atas Objek Tanah yang sama Putusan
Nomor 5/yur/Pdt/2018

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018 mengenai
sertipikat ganda mempunyai peranan krusial didalam perkembangan hukum pertanahan
Indonesia dikarenakan memberikan pedoman dalam menentukan keabsahan sertifikat
ketika terjadi tumpang tindih hak. Didalam sistem pendaftaran tanah yang berlandas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 danjuga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997, sertif memang mempunyai power bukti yang kuat, namun sifatnya tidak mutlak
sehingga tetap bisa diuji apabila ditemukan cacat administratif maupun cacat yuridis
(Hamamabh, 2025). Putusan ini menegaskan bahwa penentuan keabsahan sertifikat tidak
semata-mata didasarkan pada waktu penerbitan, tetapi harus melalui pengujian
komprehensif terhadap legalitas prosedur penerbitan, ketepatan data fisik, kontinuitas
riwayat hak, serta keberadaan itikad baik pemegang hak. Prinsip prior tempore potior iure
tetap diakui, namun hanya memberikan keunggulan relatif sepanjang sertifikat tersebut
dipublikasikan dengan sah dan didapat dengan itikad baik, sedangkan sertifikat yang
terbukti terbit berdasarkan prosedur cacat atau alas hak yang tidak sah bisa dikatakan tidak
mempunyai power hukum mengikat (Razak, 2023). Selain itu, putusan ini juga menegaskan
pentingnya perlindungan hukum untuk pemegang sertif beritikad baik sebagaimana
dijelaskan didalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu
pihak yang memperoleh hak melalui prosedur sah, tidak mengetahui adanya sengketa,
serta menguasai tanah secara nyata. Dengan demikian, yurisprudensi tersebut
menunjukkan bahwa sistem hukum pertanahan Indonesia menempatkan ketetapan hukum
bukan sekedar pada aspek formal pencatatan, tapi juga pada kejujuran prosedural danjuga
keadilan substantif didalam menetapkan pihak yang dengan hukum paling ber hak untuk
objek tanah yang diseengketakan (Sinta et al, 2026).

2.Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai kebenaran sertifikat ganda dalam
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg

Penilaian Sertifikat Sebagai Alat Bukti

Majelis hakim didalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Semarang mengatakan
bahwasanya sertifikat tanah ialah alat bukti tertulis yang kuat didalam pembuktian hak atas
tanah, sesuai dengan yang ada didalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA Nomor 5 Tahun
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1960. Sertifikat berisi data fisik danjuga data yuridis yang memiliki kekuatan pembuktian
semasa diterbitkan melalui prosedur yang sah sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997 terkait
Pendaftaran Tanah. Kekuatan itu bersumber dari peran negara melalui BPN didalam
melaksanakan verifikasi danjuga validasi data pertanahan, sehingga sertifikat memberi
kepastian danjuga pengamanan hukum pada pemilik hak (Duppa et al, 2024).

Namun demikian, sertifikat sifatnya tidak utlak danjuga masih bisa dibantah Jikalau
terbukti ada cacat prosedural ataupun substantif didalam proses penerbitannya. Hakim
berwenang menilai alat bukti lain seperti dokumen historis, warkah, kesaksian, dan data
administrasi untuk menguji keabsahan sertifikat, khususnya dalam sengketa sertifikat
ganda. Penilaian ini mencerminkan penerapan asas keadilan materiil, di mana keabsahan
sertifikat ditentukan oleh validitas proses penerbitannya, bukan semata-mata oleh status
formal dokumen (Alvaro et al, 2025).

Dalam konteks sertifikat ganda, hakim menilai masing-masing sertifikat secara prosedural
dan substantif untuk menentukan sertifikat yang paling sah secara hukum. Sertifikat ganda
umumnya muncul akibat kesalahan administrasi atau lemahnya pengawasan, sehingga
pengujian menyeluruh oleh hakim menjadi penting untuk memulihkan kepastian hukum
pertanahan. Pendekatan ini menegaskan keseimbangan antara asas kepastian hukum
danjuga keadilan materiil didalam pemecahan soal sengketa agraria (Kendari, 2024).

Pemeriksaan Data Fisik dan Data Yuridis

Didalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Semarang, majelis hakim menempatkan
pemeriksaan data fisik danjuga data yuridis selaku dasar utama guna menentukan
keabsahan sertifikat ganda. Sertifikat dinilai bukan sekedar dengan cara administratif, tapi
juga melalui kesesuaian diantara data fisik (letak, batas, danjuga luas tanah) sertaa data
yuridis (riwayat serta dasar perolehan hak) dengan kondisi faktual di lapangan. Prinsip itu
selaras dengan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwasanya
kekuatan sertif bergantung pada kesesuaian data dengan fakta hukum dan fisik yang
sebenarnya (Kemal Mubaarak & Ruslan Haerani, 2024) (Duppa et al, 2024).
Ketidaksesuaian antara data sertifikat dan realitas lapangan dipandang sebagai indikasi
cacat hukum substantif yang melemahkan kekuatan pembuktian sertifikat. Oleh karena itu,
hakim melakukan verifikasi holistik guna menetapkan bahwasanya sertifikat sungguh-
sungguh merefleksikan objek dan hak yang sah, guna menjamin kepastian dan keadilan
hukum pertanahan (Alvaro et al, 2025).

Penilaian Proses Penerbitan Sertifikat

Majelis hakim menilai bahwa kekuatan hukum sertifikat sangat ditentukan oleh kepatuhan
terhadap prosedur penerbitannya. Sertifikat dipahami sebagai produk administrasi negara
yang sah hanya apabila diterbitkan melalui tahapan pendaftaran tanah sesuai PP Nomor 24
Tahun 1997, mulai dari pengumpulan data fisik danjuga yuridis hingga pengumuman
kepada publik. Penyimpangan pada salah satu tahapan tersebut dipandang sebagai cacat
administratif yang dapat menghilangkan legitimasi sertifikat (Kustiyo et al, 2021).
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Hakim secara khusus menilai aspek pengukuran tanah dan pengumuman data yuridis,
karena kedua tahapan ini berfungsi mencegah tumpang tindih hak. Sertifikat yang
diterbitkan tanpa pengukuran sah, tanpa keterlibatan pihak terkait, atau tanpa
pengumuman patut dinilai melanggar prinsip due process of law dan dapat
dikesampingkan dalam pembuktian sengketa sertifikat ganda (Alvaro et al, 2025) (Kendari,
2024).

Pertimbangan Alat Bukti Lain

Dalam sengketa sertifikat ganda, hakim tidak hanya bergantung pada sertifikat, tetapi
juga mempertimbangkan alat bukti lainnya semacam keterangan saksi, surat kepemilikan
lama, akta jual beli, hasil pemeriksaan setempat, danjuga bukti penguasaan fisik.
Pendekatan ini sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdata yang menempatkan pembuktian
sebagai proses penilaian menyeluruh untuk mencapai kebenaran materiil (Sabila et al,
2023).

Kesaksian pihak sekitar dan dokumen historis dinilai penting untuk mengungkap
riwayat penguasaan tanah yang tidak selalu tercermin dalam sertifikat. Pemeriksaan
setempat dan bukti penguasaan fisik yang lama serta terbuka sering dijadikan indikator
legitimasi materiil atas tanah sengketa. Dengan demikian, alat bukti lain berfungsi
melengkapi dan menguji kekuatan sertifikat agar putusan tidak bersifat formalistik semata
(Duppa et al, 2024) (Kendari, 2024).

Penilaian Itikad Baik Para Pihak

Penilaian itikad baik menjadi faktor penentu dalam menentukan sertifikat mana yang
layak dilindungi hukum. Hakim menilai itikad baik bukan sekedar dengan subjektif, tapi
juga secara objektif berdasarkan pengetahuan, sikap, dan kehati-hatian pemegang sertifikat
sejak proses perolehan hingga penguasaan tanah. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1338 ayat
(3) KUHPerdata yang mengharuakam melaksanakan hak dengan itikad baik (Kendari,
2024).

Pemegang sertifikat yang mengetahui adanya sengketa, keberatan, atau penguasaan
pihak lain namun tetap melanjutkan pendaftaran dinilai bertindak dengan itikad tidak baik,
sehingga sertifikatnya dapat dikesampingkan. Sebaliknya, sertifikat yang diperoleh secara
jujur, transparan, dan tanpa mengabaikan hak pihak lain memperoleh perlindungan
hukum. Dengan begitu, penilaian itikad baik mempunyai fungsi yakni penghubung
diantara kepastian hukum danjuga keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa
sertifikat ganda (Puji et al, 2024) (Quthrotun Nada Salsabila, 2024).

Ratio Decidendi Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/Pn Smg

Ratio decidendi didalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg membuktikan
bahwasanya majelis hakim membangun pertimbangan hukum yang menekankan integritas
prosedural danjuga keseimbangan substantif, bukan sekadar dari keberadaan formal
sertifikat. Pendekatan ini selaras dengan teori kepastian hukum didalam sistem
pendaftaran tanah Indonesia yang berpegang sistem publikasi negatif dengan elemen
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positif, di mana sertifikat memang mempunyai power bukti yang kuat tapi masih bisa diuji
jikalau ada cacat administratif maupun cacat yuridis. Kekuatan pembuktian sertipikat pada
dasarnya sangat bergantung pada validitas proses administratif yang melahirkannya,
sehingga legalitas prosedur menjadi faktor penentu keabsahan hak atas tanah. Dalam
konteks ini, majelis hakim tidak menggunakan pendekatan formalisme sempit, melainkan
menegaskan bahwa legitimasi hak atas tanah ditentukan oleh kepatuhan terhadap aktivitas
pendaftaran tanah yang sah, transparan, danjuga akuntabel.

Selanjutnya, hakim melakukan pengujian terhadap kesesuaian data fisik serta data
yuridis danjuga menilai keabsahan prosedur penerbitan sertip, termasuk tahapan
pengukuran, penelitian riwayat hak, pengumuman, dan pencatatan dalam administrasi
pertanahan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan berbagai alat bukti lain seperti
keterangan saksi, akta peralihan hak, dokumen kepemilikan sebelumnya, serta hasil
pemeriksaan setempat untuk menemukan kebenaran materiil. Unsur yang paling
menentukan dalam pertimbangan hukum tersebut adalah penilaian mengenai itikad baik
para pihak. Perlindungan hukum tidak diberikan secara otomatis kepada pemegang
sertipikat, tetapi kepada pihak yang memperoleh hak melalui prosedur yang sah, tidak
mengetahui adanya sengketa, serta tidak mengabaikan penguasaan pihak lain atas tanah
tersebut. Dengan demikian, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg menegaskan bahwa
keabsahan sertifikat dalam sengketa sertifikat ganda tidak hanya ditentukan oleh formalitas
administratif atau waktu penerbitannya, melainkan oleh keabsahan prosedur penerbitan,
keakuratan data fisik dan yuridis, serta adanya itikad baik dari pemegang hak, sehingga
kepastian hukum dalam bidang pertanahan harus dibangun atas dasar integritas
prosedural dan keadilan substantif

Conclusion

Pengaturan hukum pertanahan diindonesia pada dasarnya Sudah menyediakan
mekanisme untuk mencegah dan menangani terjadinya sertipikat ganda melalui sistem
pendaftaran tanah yang tujuannya menjamiin ketetapan hukum, sebagaimana diatur
Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah, serta
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terkait Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, danjuga Pendaftaran Tanah. Ketentuan tersebut menempatkan
sertipikat jadi alat bukti yang kuat, namun sifatnya tidak mutlak apabila terbukti
mengandung cacat administratif atau cacat yuridis dalam proses penerbitannya. Didalam
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg, majelis hakim menegaskan bahwasanya penilaian
terhadap keabsahan sertifikat tidak hanya didasarkan pada eksistensi formal atau waktu
penerbitannya, tetapi juga pada legalitas prosedur pendaftaran, keselarasan data fisik
danjuga data yuridis, riwayat perolehan hak, serta itikad baik para pihak. Dengan
demikian, perlindungan hukum diberi pada pihak yang mendapat hak melalui prosedur
yang sah danjuga beritikad baik, sehingga kepastian hukum dalam bidang pertanahan
harus dibangun atas dasar integritas prosedural dan keadilan substantif.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih luas mengenai
penyelesaian sengketa sertifikat ganda dengan membandingkan beberapa putusan
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pengadilan di berbagai daerah untuk melihat konsistensi penerapan prinsip itikad baik dan
keabsahan prosedur dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian juga dapat menelaah
efektivitas digitalisasi sistem pendaftaran tanah dan integrasi data pertanahan sebagai
upaya preventif dalam meminimalkan terjadinya sertipikat ganda di masa mendatang.
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